





A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Perjanjian anjak piutang  memiliki hubungan hukum dengan 
lembaga cessie, bahwa perjanjian anjak piutang merupakan 
hubungan hukum kelanjutan dari lembaga cessie, hal ini dapat 
dilihat pada pengalihan hak atas piutang oleh Klien (sebagai 
Kreditor pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang 
dengan Customer atau Debitor).  Pengalihan hak atas piutang 
diserahkan dengan jalan dibuatkannya akta cessie(penyerahan 
yuridis), hal ini sesuai dengan yang di atur Pasal 613 KUH Perdata. 
Adapun Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, mengatur: “penyerahan 
piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan 
dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, 
dengan mana hak- hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang 
lain”. Pelaksanaan perjanjian anjak piutang pun menjadikan akta 
cessie sebagai salah satu dokumen yang wajib untuk dilengkapi. 
Akta Cessie dibuat agar kepastian hukum terjamin, bahwa hak 




Factor selaku pembeli piutang, sehingga Factor dapat melakukan 
penagihan kepada Customer (Debitor). 
 
Hubungan hukum yang kedua adalah berkaitan dengan Pasal 613 
ayat (2) KUH Perdata: “Penyerahan yang demikian bagi si 
berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu 
diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan 
diakuinya”, dengan adanya pengaturan bahwa Debitor harus 
mengetahui dan menyetujui dilakukannya cessie, namun demikian 
di dalam perjanjian anjak piutang Factor dan Klien dapat memilih 
fasilitas non notification factoring atau biasa disebut 
undisclosedfactoring, dengan fasilitas ini dapat melindungi 
kepentingan Klien agar tidak mendapat pandangan negative dari 
costumernya dalam hal keuangan perusahaan Klien. 
 
2. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin para pihak atas 
hak- hak yang dimilikinya ketika para pihak tersebut merasa 
dirugikan. Apabila perusahaan anjak piutang (Factor) mengalami 
kegagalan menagih piutang kepada para Customer, maka Factor 
dapat mendapatkan perlindungan hukum dengan 2 cara, yaitu 
dengan perlindungan hukum preventif (pencegahan); dan 





a. Perlindungan hukum preventif, didapatkan dengan 
menyertakan detail klausula yang dapat melindungi perusahaan 
anjak piutang dengan menggunakan fasilitas recource factoring 
(fasilitas di mana kegagalan menagih Customer tetap berada 
pada Klien), jalan lain dalam mengantisipasi tidak terpenuhinya 
prestasi (pembayaran hutang customer) adalah dengan 
membuat sebuat akun penampungan (escrow account), dengan 
adanya akun penampungan ini maka Factor lebih dapat 
memantau arus pembayaran Customer. 
 
b. Perlindungan hukum represif, apabila sengketa tellah terjadi, 
maka Factor dapat memilih jalan: melakukan negosiasi ulang 
dengan pihak Klien mengenai pemenuhan prestasi yang 
seharusnya dilakukan Customer; dilakukannya mediasi dengan 
bantuan pihak ketiga; menyelesaikannya melalui badan 
arbitrase; atau membuat gugutan.Penuntutan pemenuhan 
prestasi atau pembayaran ini oleh doktrin promissoryestoppel 
di izinkan, untuk menuntut ganti kerugian dalam bentuk out of 
pocket yaitu penggantian biaya yang sudah dikeluarkan Factor 
(biaya pada tahap pra- kontrak), maupun bunga keterlambatan 
pembayaran oleh Customer, selain dapat mengajukan gugatan 









1. Apabila melihat peraturan perundang- undangan, belum ada peraturan 
perundang- undangan yang mengatur mengenai bagaimana tata cara 
pelaksanaan perjanjian anjak piutang. Seperti tidak adanya penjelasan 
mengenai dokumen- dokumen yang seharusnya dilengkapi para pihak, 
hingga sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada para pihak yang 
dirugikan, sehingga dirasa butuh suatu peraturan perundang- undangan 
yang mengaturnya. 
 
2. Penerapan doktrin promissory estoppel, dirasa dapat membantu hakim 
dalam memutus suatu perkara di mana terdapat pihak tidak mengakui 
suatu fakta hukum yang terjadi dalam kesepakatan yang dibuat dengan 
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